ABSTRAK

Perbuatan main hakim sendiri merupakan perbuatan yang sering terjadi
pada masyrakat karena akibat dari adanya temuan suatu tindak pidana di
lingkungan sekitarnya seperti pencurian yang tertangkap basah, copet tertangkap
ditempat umum dan dugaan seseorang yang memiliki santet. Peristiwa pidana
seperti ini bukanlah sesuatu yang baru atau mengejutkan di Indonesia. Bangsa ini
sejak dulu sudah menunjukkan besarnya potensi akan terjadi tindakan kekerasan
dan pembunuhan secara bersama-sama. Kondisi ini semakin menarik sekaligus
menakutkan dikarenakan semakin dirasakan tidak terkendali.

Penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu
menganalisis suatu permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan
hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang dengan
menggunakan pendekatan undang-undang (statute approch) dan pendekatan
konsep.

Cara penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana merupakan cara
klasik yang sampai pada saat ini masih digunakan karena dianggap masih efektif.
Dalam hukum pidana dikenal konsep penyertaan untuk menanggulangi tindak
pidana yang dilakukan secara bersama-sama. Tentang Penyertaan dalam
melakukan perbuatan pidana didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP) pada Bab V Pasal 55 sampai Pasal 60. Tetapi didalam realitas nampak
begitu sangat berbeda, penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan
yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan hilangnya nyawa
seseorang mengalami kesenjangan antara penegakan hukum yang seharusnya (das
sollen) dengan penegakan hukum yang nyata (das sein). Penegakan hukum oleh
Kepolisian terhadap pelaku tindak pidana dengan cara main hakim sendiri harus
tetap konsisten dengan pertanggungjawaban pidananya, sehingga para pelaku
dengan jumlah berapapun akan mendapat sanksi pidana disesuaikan dengan
peranannya dan pelaksanaannya.
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ABSTRACT

The act of vigilantism is an act that often occurs in society as a result of
the findings of a crime in the surrounding environment such as theft caught,
pickpocket was caught out in public and someone who has alleged witchcratft.
Criminal event like this is not something new or surprising in Indonesia. This
nation has always been underlining the potential for violent action will occur and
murder together. This condition is more interesting and frightening due to
uncontrolled increasingly perceived.

Study is a normative juridical approach is to analyze a problem from the
standpoint of or under the provisions of the laws and regulations that apply now
by using the approach of law (statute approch) and approach to the concept.

How to handle the crime to the criminal law is a classic way that until now
still used because they are still effective. In criminal law the concept of inclusion
is known for tackling criminal offenses committed together. About Inclusion in the
commission of crime in the draft Criminal Law (Penal Code) in Chapter V, Article
55 and Article 60. But in reality seem so very different, law enforcement against
criminal acts of murder committed together resulting in loss of someone's life
experiencing the gap between law enforcement should (das sollen) with real law
enforcement (das sein). Enforcement by the Police against the perpetrators of
criminal acts by way of vigilantism should remain consistent with its criminal
liability, so that the perpetrators with any amount will get adjusted to the role of
criminal sanctions and their implementation.

Keywords: Criminal Liability, Main Judge Alone, Inclusion



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...oviiiiiiie ettt i
HALAMAN PERSETUJUAN. .....ooiiiiiiee et i
HALAMAN PENGESAHAN ...t il
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .......ooooiiiiiieee e, iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.........ocoii et Y,
HALAMAN MOTTO oottt Vi
KATA PENGANTAR ...ttt Vil
ABSTRAK o iX
ABSTRACT oot e e s b e e e raae s X
DAFTAR ISL ...t s Xi
BAB | PENDAHULUAN .....oooiiiiiie et 1
1.1.Latar Belakang ........ccoovvviiiiiiiciiccc e 1
1.2.Rumusan Masalah ..........c.ccoocveieiiiiiie e 5

L3 TUJUAN. ..ttt 5

I =T o (U g ==L S OPRPR 6

1.5 KEASHAN ... 7
1.6.Metode Penelitian........c.c.coeeovvieiiiiiiiie e 8

1.6.1 Jenis Penelitian.......cccceeiiiuiiiiiiiiiii e 9

1.6.2 Pendekatan Penelitian ..........ccocevvveiiiiec e 9

1.6.3 Bahan HUKUM ..........coovuiiiiiiicce e 10

1.6.4 Analisa Bahan HUKUM ..........coooviiiiiiie e 12

1.7 Sistematika Penulisan.........ccccceoviviiiiiiiiiii e 11

BAB 1 KAJIAN PUSTAKA ..t 13

2.1, ASAS Legalitas ........ccccvviriiiiiiriesiee e 13

2.2, TINdaK Pidana..........cocoeiviiiiiiiic e 15

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana............cccocevevenencnincnnnnnn 15

2.2.2 Pembagian DeliK ........cccovviiiiiiiiiic s 17

2.2.3 Sebab AKIDAL ..........cooviiiiii e 18

2.2.4 Unsur-unsur Tindak Pidana.........cccccevevveeeiiivieee i, 21

2.3. Pertanggungjawaban Pidana ...........cccceeeirienenenieninencnnenns 26

2.4, PeMIdanaan ......ccoveviiiiiiiii e 30

2.5, PeNYEITAAN .....oiiiiiie ettt 36

2.5.1 Pengertian Penyertaan..........cccocvevvveerveieesieesnesieseennnns 37

2.5.2 Bentuk PENYertaan...........ccocevvvereeieeienenenesiese s 37

2.6 Tindak Pidana Pembunuhan...........ccccoceveiiiiiiiiiiiiiinc e 39

BAB Il PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG
DILAKUKAN BERSAMA-SAMA DENGAN CARA

MAIN HAKIM SENDIRI (EIGIN RICHTING)................ 42
3.1 Pengaturan Tindak Pidana yang Dilakukan Bersama-sama

Dengan Cara Main hakim Sendiri..........ccocooeiiiiiiiinininnns 44
3.2 Pertanggungjawaban Tindak Pidana yang Dilakukan

Bersama-sama Dengan Cara Main Hakim Sendiri.................. 47

Xi



3.2.1 Pelaku (dader)......cccocevviieieeiecieceese e 50

3.2.2 Turut Serta (mededader).........ccooeverieiinnencsesee 50
3.2.3 Menyuruh (doen plager) ........cccovveveeveiieeieeie e 53
3.2.4 Menganjurkan (UItIOKKer) ..........ccoovvveiiiiiiniiiiens 55
3.2.5 Pembantuan (medeplichtige)........ccccooeiveiiiiciiciieenn, 57

3.3 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan
Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) <t 59

3.4 Peranan Kepolisian...........ccccovveviiiiiicieese e 63

3.5 Analisa Putusan No 19/Pid,B/2013/PN.TrK........ccccvrvvrrirnnnnne. 68

BAB IV PENUTUP ...t 71
4.1, KESIMPUIAN....eiiiiiiiiiieeee e 75

B2, SAFAN.....ciiiiiii ettt 76
DAFTAR PUSTAKA ...ttt 77

xii





